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PENETAPAN
Nomor 3782/Pdt.G/2023/PA.Mjl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 18
Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA,;
Pemohon;
Lawan
TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 29 Juli
1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX
XXXXXXX  XXXXXXXX - XXXXXXX  XXXXXXXX, bertempat tinggal di
KABUPATEN KUNINGAN;
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor

3782/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA
Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan pada tanggal 02 Mei 2023,
sebagaimana tersebut dalam buku nikah dengan akta nikah No.
3208201052023003 tertanggal 02 Mei 2023 dengan status Duda dan Janda;

2. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut

sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai
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anak;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua
Pemohon di KABUPATEN MAJALENGKA,;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan baik,

hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang
berumah tangga, namun sejak + Awal Juli 2023 sampai dengan sekarang
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena:
Perselisihan tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau berumah tangga di
tempat Pemohon, bahkan Termohon seringkali pergi meninggalkan tempat
rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon.
Sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pun sejak + Awal Agustus 2023
hingga sekarang ini telah pisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat
identitas Termohon di atas;

5. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon
mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun
akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk
mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon serta
tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang
terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan
perceraian;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di

atas, namun tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Majalengka c.g majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon (TERMOHON) sidang Pengadilan Agama
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Majalengka.

3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 3782/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 04 Desember 2023 yang
dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat
rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon
menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon
karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir di
persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan
perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2024,
Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon,
apalagi Termohon tidak hadir pada saat Pemohon mengajukan permohonan
pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya
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persetujuan dari Termohon, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan
perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di
lingkungan Pengadilan Agama;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbagkan pokok perkaranya;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
3782/Pdt.G/2023/PA.Mijl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut
perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil
Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua
Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.l. sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Agus Iskandar, S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Usman, S.H. Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP :Rp 60.000,00
2. Proses ‘Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 520.000,00
4. Materai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal ..........
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